
10 Fakta Integritas dalam Tata Kelola 

Pemerintahan Desa 

 

Meta Deskripsi: Artikel ini menyajikan uraian lengkap dan relevan mengenai 10 fakta integritas dalam tata kelola 

pemerintahan desa, termasuk latar belakang, tujuan, fungsi, indikator keberhasilan, tantangan dan solusinya, serta 

peran penting para pemangku kebijakan dalam mewujudkan tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan 

berorientasi pada pelayanan publik. 

Pendahuluan 

Di tengah arus reformasi birokrasi dan desentralisasi, desa memegang peranan yang semakin 

strategis dalam pembangunan nasional. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, desa tidak lagi sekadar pelaksana teknis program pemerintah pusat, tetapi menjadi 

satuan pemerintahan tersendiri yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat. Hal ini menuntut adanya tata kelola pemerintahan desa yang 

profesional, partisipatif, dan berintegritas tinggi. 



Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah desa masih menghadapi berbagai 

persoalan klasik, mulai dari minimnya transparansi keuangan, rendahnya partisipasi masyarakat, 

konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan, hingga lemahnya pengawasan internal. Oleh 

sebab itu, integritas menjadi fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan desa 

yang baik (good governance). 

Latar Belakang: Pentingnya Integritas dalam Tata Kelola Desa 

Integritas dalam tata kelola desa merupakan manifestasi dari nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, 

tanggung jawab, dan keberpihakan kepada kepentingan umum. Tanpa integritas, tata kelola 

pemerintahan desa berpotensi menjadi sarang penyimpangan, korupsi, dan manipulasi kebijakan 

yang merugikan masyarakat. 

Dalam era keterbukaan informasi dan tuntutan pelayanan publik yang cepat dan akurat, integritas 

bukan sekadar nilai moral, melainkan tuntutan sistemik. Desa dituntut mampu menjawab 

harapan masyarakat yang semakin kritis terhadap penggunaan dana desa, kualitas pelayanan 

administrasi, serta keadilan dalam distribusi program pembangunan. 

Tujuan dan Fungsi Tata Kelola Desa yang Berintegritas 

Tujuan utama tata kelola desa yang berintegritas: 

 Menciptakan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik KKN 

 Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat 

 Mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik 

 Menjamin keberlanjutan program pembangunan desa berbasis kebutuhan masyarakat 

Fungsinya meliputi: 

 Menyusun kebijakan dan peraturan desa berdasarkan musyawarah 

 Mengelola keuangan dan aset desa secara akuntabel 

 Menyediakan layanan publik yang adil dan merata 

 Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program-program strategis 



10 Fakta Integritas dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa 

1. Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa; Informasi APBDes, realisasi belanja, dan 

laporan keuangan harus dipublikasikan secara terbuka agar dapat diawasi oleh 

masyarakat. 

2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Evaluasi; Musrenbangdes bukan 

formalitas, tapi ruang bagi warga menyampaikan aspirasi dan melakukan kontrol sosial. 

3. Administrasi Desa yang Rapi dan Terbuka; Dokumen kependudukan, aset desa, 

laporan kegiatan, dan surat-menyurat dikelola dengan baik dan mudah diakses. 

4. Pelayanan Publik yang Bebas Pungli dan Diskriminasi; Layanan surat menyurat, surat 

keterangan, atau bantuan sosial harus berjalan sesuai SOP tanpa pungutan liar. 

5. Rekrutmen Perangkat Desa yang Adil dan Transparan; Pengangkatan staf desa 

melalui mekanisme seleksi yang terbuka dan akuntabel, tanpa nepotisme. 

6. Penerapan Teknologi Informasi dalam Pemerintahan; Pemanfaatan sistem aplikasi 

seperti Siskeudes, SID, dan website desa mendukung transparansi dan efisiensi. 

7. Pelaporan Kegiatan secara Berkala dan Valid; Setiap pelaksanaan program harus 

diikuti pelaporan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. 

8. Penyelesaian Konflik Secara Adil dan Inklusif; Desa menjadi ruang damai bagi 

warganya, dengan mekanisme penyelesaian konflik yang adil, transparan, dan berbasis 

musyawarah. 

9. Pengawasan oleh BPD dan Masyarakat yang Aktif; BPD bukan sekadar simbol, tetapi 

mitra kritis dalam memastikan arah pembangunan tetap dalam jalur yang benar. 

10. Keteladanan Kepala Desa dan Aparat dalam Berperilaku Jujur; Kepemimpinan desa 

menjadi role model dalam sikap dan kebijakan. Integritas pemimpin adalah tiang utama 

tata kelola yang bersih. 

Indikator Tata Kelola Desa yang Berintegritas 

 Keberadaan dan fungsi media informasi publik desa (baliho, papan informasi, website) 

 Tingkat partisipasi warga dalam musyawarah dan forum desa 

 Frekuensi pelaporan keuangan dan hasil kegiatan 

 Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti 



 Kinerja pelayanan publik (waktu, biaya, kualitas) 

 Kualitas hubungan antara pemerintah desa dan BPD 

 Pelaksanaan audit atau monitoring dari pihak eksternal 

Tantangan dalam Mewujudkan Integritas di Desa 

1. Kultur birokrasi lama yang masih bertahan (feodalisme lokal) 

2. Ketimpangan literasi hukum dan informasi antara aparat dan masyarakat 

3. Minimnya anggaran pengawasan dan pendidikan antikorupsi di desa 

4. Tumpang tindih regulasi dan lemahnya sanksi atas pelanggaran integritas 

5. Kurangnya partisipasi masyarakat akibat apatisme atau intimidasi sosial 

Solusi: Strategi Membangun Tata Kelola yang Integratif 

 Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa secara berkala 

 Penguatan fungsi dan independensi BPD dan lembaga desa lainnya 

 Implementasi sistem digital desa yang terintegrasi 

 Kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti inspektorat, kejaksaan, dan media 

 Pendidikan dan penyadaran masyarakat melalui forum desa, karang taruna, dan tokoh 

adat 

Peran Pemangku Kebijakan dalam Mewujudkan Integritas Desa 

 Kepala Desa harus menjadi pelopor budaya integritas, menerapkan sistem terbuka dalam 

pengambilan keputusan, dan membangun komunikasi aktif dengan warganya. 

 BPD sebagai badan pengawas harus kritis, responsif, dan aktif dalam menjaga check and 

balance pemerintahan desa. 

 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memiliki tanggung jawab dalam 

pembinaan dan pengawasan, serta memfasilitasi pelatihan integritas bagi aparatur desa. 

 Masyarakat dan tokoh adat dapat menjadi penjaga moral dan budaya lokal yang 

mendorong nilai kejujuran dan keterbukaan. 

 Pendamping desa dapat mendorong inovasi dalam pengelolaan desa berbasis teknologi 

dan kebijakan partisipatif. 



Harapan: Desa yang Bersih, Mandiri, dan Mensejahterakan 

Harapannya, melalui 10 fakta integritas ini, tata kelola pemerintahan desa ke depan dapat 

tumbuh menjadi sistem yang tidak hanya transparan dan profesional, tetapi juga berpihak pada 

kepentingan rakyat secara menyeluruh. Desa yang berintegritas akan melahirkan masyarakat 

yang berdaya, adil, dan sejahtera. 

Integritas bukan hanya milik pejabat atau perangkat desa, tetapi menjadi tanggung jawab 

bersama seluruh elemen masyarakat. Jika desa dibangun dengan dasar kejujuran dan tanggung 

jawab, maka Indonesia akan kuat dari akar rumputnya. 

“Integritas adalah pondasi utama membangun desa, bukan sekadar slogan, tetapi 

komitmen nyata dalam setiap keputusan dan tindakan.” 
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